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ABSTRAK
Begitu banyak aturan yang ada namun tidak berarti pengusaha pertambangan melaksanakan aturan yang ada. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaksanaan pertambangan yang menyalahi aturan terutama dalam segi kepemilikan izin misalnya melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.  Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, bagaimana pelaksanaan izin pertambangan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangn hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  Penelitian Kepustakaan. Analisis  Data  adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Peran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dapat dilakukan dengan cara preventif (pencegahan) dan represif, yaitu apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa ijin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas. Adanya peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri. Hukum tersebut juga bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Penerapan sanksi hukum bagi pengusaha pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin adalah dengan ditunjukannya sanksi dalam UU Minerba yang tegas dan lengkap mengatur masalah sanksi. 
Kata Kunci: Pertambangan, Sanksi, Izin.
ABSTRACT

There are so many rules exist but it does not mean that mining entrepreneurs doing the rules. This proven by the number of mining operations that violate the rules, especially in terms of ownership of permits, for example mining activities without permits. The identification of the problem is how the government plays a role in enforcing law without mining permits, how the implementation of mining permits in Indonesia related to Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining jo Government Regulation Number 1 of 2017 about the Fourth Amendment to Government Regulation Number 23 of 2010 about the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities and how to apply legal sanctions for mining entrepreneurs who carry out their business activities without permission.

The research method that researchers do is analytical descriptive. The method of normative juridical approach, legal research that prioritizes the way to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data Collection Technique is the study of literature, namely by finding and collecting and reviewing the legislation, the draft legislation of research results, scientific journals. Data Collection Tool is a study of Literature, Research Library. Data analysis is juridical based on the principles of law and legal norms which are based on the existing regulations as positive law. Qualitative means that the research carried out provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Location, Faculty of Law Library, Pasundan University, Bandung, Pasundan University Postgraduate Faculty Library, Bandung

The conclusions obtained in this study are that the role of the government in enforcing law without mining permits can be carried out in a preventive and repressive manner, ie if preventive efforts have been carried out it is apparently not adhered to, then for law enforcement in the field of mining without permission is carried out operatively curative, that is, the violator of the regulation is investigated and given strict sanctions. The existence of legislation is a government effort to encourage the establishment of domestic refining facilities. The law can also provide optimal benefits for the country and provide legal certainty and business certainty for holders of mining business licenses (IUP) for production operations, special mining business licenses (IUPK) production operations, work contracts and work agreements for coal mining concessions. The application of legal sanctions for mining entrepreneurs who carry out their business activities without permission is by showing sanctions in the Minerba Law that are firm and complete regulating the issue of sanctions.
Key Word: Mining, Sanctions, Permission.
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